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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-

Undang Kejaksaan mengemukakan bahwa dalam undang-undang pejabat
fungsional yang berwenang untuk menyelenggarakan fungsi kejaksaan adalah
jaksa. Kejaksaan merupakan organisasi pemerintahan Negara Republik Indonesia
yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang Kejaksaan dan badan
peradilan lainnya. berdasarkan ketentuan undang-undang. Sebagai pelaksana
putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan daerah hukum lain
berdasarkan undang-undang.

Adapun Tindakan Jaksa sebagai Pengacara negara berwewenang membela
negara atau mewakili dalam membela hak-hak negara. Kemudian dalam Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2004 ayat 2 pasal 30”Penuntutan Umum dibidang
keperdataan danketatanegaraan Pemerintah”1. A.Hamid S. berpendapat bahwa
Aturan hukum mensyaratkan bahwa semua tindakan atau tindakan pejabat yang
berwenang memiliki dasar yang jelas atau hukum, baik berdasarkan hukum
tertulis atau tidak tertulis2. Negara hukum modern Indonesia merupakan negara
yang meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala-galanya. Tidak Semua

penduduk negara harus tunduk, tetapi baik kepada kekuasaan

! Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang mempunyai
kewenangan penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang yang
dilaksanakan secara mandiri

2 A.Hamid S.Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia Pidato Upacara
Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, him. 8.



maupun pengelolaan negara harus ditetapkan dan diaturi oleh undang-undang.
Kejaksaan adalah badan yang menyelenggarakan kekuasaan negara pada bidang
kewenangan dan penuntutan hukum lainnya. Undang-undang nomor 16 tahun
2000 menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang aturan Kejaksaan RI
membuat kebijakan aturan kedudukan, fungsi dan wewenang Kejaksaan.
Berdirinya Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 200 bertujuan untuk kemerdekaan
kepada Kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Maknanya
menjalankan tugas, fungsi, serta wewenangnya, ia bebas dari 2 pengaruh yaitu
pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan besar. lainnya®. Ketetapan ini
dimaksudkan untuk menjaga profesi kejaksaan saat menjalankan fungsi ahlinya,
karena kejaksaan sebagai pengendali 4.

Adapun jaksa sebagai aparatur negara mempunyai kendudukan jika dilihat
dari aspek kewenangan, dikenal beberapa subsistem hukum, seperti antara lain
kewenangan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman®. Dikarenakan dalam
kehidupan bermasyarakat keberadaannya harus mampu melaksanakan tugas
penegakan hukum. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan
baik norma-norma hukum atau peraturan perundang undangan, juga aparatur
pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang
didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.
Oleh karena itu, idealnya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

kewenangan di bidang penuntutan tidak lagi menjadi hak eksklusif kejaksaan.

3 M.H. Tirtaadmijaya, Kedudukan Hakim dan Jaksa, Jakarta, Fasco,1995 him. 15.

4 Andi Hamzah, Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, Jakarta: Sinar
Grafika,1995. him. 3.

5 Azhary, NegaraHukum Indonesia-Analisis YuridisNormatif Tentang UnsurUnsurnya,
Jakarta,Ul Press, 1995 him. 29.



Pengaturan seperti itu akan mempengaruhi keberadaan Kejaksaan Agung
Republik Indonesia dalam penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-undang KUHAP (Hukum Acara Pidana) secara tegas
memisahkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penuntutan, penyidikan, serta
Pemeriksan Dalam rangka persidangan, meskipun Jaksa Agung Republik
Indonesia masih berwenang menyidik tindak pidana korupsi, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), ia hanya sementara®. Pada saat Undang-
Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002
diundangkan, fungsi penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana
korupsi adalah sebagai kewajiban dan kewenangan kejaksaan Republik Indonesia
juga mengalami perubahan.

Ironisnya, legislator bertindak samar-samar karena undang-undang yang
dihasilkan tidak memiliki landasan filosofis yang jelas untuk menanganipersoalan-
persoalan terkini, baik hukum yang ada (ius konstitusional) maupun persoalan
hukum yang ada penegakan hukum (konstitusi ius)’. prosedur peradilan (dominus
litis), menempati tempat sentral dalam penerapan hukum. Jika ditelusuri,
kejaksaan adalah bagian dari pemerintah. Penulis Mr. Tirtaamidjaya mengatakan
bahwa hakim dan jaksa mempunyai perbedaan, karena subjek penegakan hokum
jalah jaksa . Pada saat kemerderkaan, yang berada dibawah Kementerian

Kehakiman adalah penuntut, setelah lebih dahulu dari kementerian

®M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan
dan Penuntutan. Edisi Kedua.Jakarta:Sinar Grafika, 2012. him. 169-170.
" Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah Palangkaraya: Laksbhang Mediatama, 2009, him. 10.



dalam negeri. Suatu alat pemerintah yang melakukan tindakan sebagai penuntut

ataupun dalam menentukan masalah pidana terhadap pelanggaran hukum pidana

berpegang penuh oleh kejaksaan®.

Beberapa, kekuasaan kejaksaan didefinisikan sebagai:

1.

d)

Pada perkara pidana, kejaksaan memiliki hak serta wewenang sebagai
berikut :

Proses dengan penuntutan;

Menegakkan putusan pengadilan serta hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Mengawasi pelaksanaan perintah penanganan terhadap pidana
bersyarat, perintah pengawasan pidana serta perintah pembebasan
bersyarat;

untuk menyelidiki pelanggaran tertentu berdasarkan hukum;
Penyempurnaan catatan tertentu dan untuk tujuan ini pemeriksaan
tambahan dapat dilakukan sebelum dirujuk ke Pengadilan, di mana
penyidik akan bekerja sama dalam prosesnya;

Dalam bidang sipil dan administrasi administrasi publik, jaksa dengan
kekuasaan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar
pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, Kementeria,
Keamanan Umum juga menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

a) Meningkatkan kesadaran hukummasyarakat;

b) kebijakan penegakan hukum keamanan;

M.H. Tirtaadmijaya, Op.Cit., him.

15.



¢) mengontrol operasional barang cetakan;

d) Membantu sistematis keagamaan bisa berdampak positif bagi
negara serta masyarakat;

e) Penolakan terhahap penyalahgunaan dan penistaan agama;

f) Research keilmuan studi serta opsional keamanan.
Menurut kewenangan kejaksaan, khususnya di bidang administrasi sipil dan

publik, jaksa memiliki kemampuan unik yang memungkinkan mereka untuk

bertindak baik secara internal maupun eksternal dengan nama pengadilan, negara

bagian, atau pemerintah federal®. Jaksa merupakan mereka yang mengadvokasi

dengan menggunakan nama negara dan pemerintah dalam perkara perdata serta

tata usaha negara. Penasehat negara. Selain UU Kejaksaan, Perpres juga

menegaskan kembali kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan administrasi*®

yaitu :

1

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara harus
melaksanakan tugas dan tanggung jawab kejaksaan di bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara;

Penegakan hukum, peninjauan kembali, serta perbuatan hukum yang lain
terhadap negara maupun pemerintah, termasuk lembaga/lembaga negara,
lembaga/lembaga pemerintah pusat serta daerah, dan BUMN/D, semuanya
termasuk dalam lingkup wilayah tata usaha negara dan perdata yang
bertujuan  untuk  menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara,

menegakkan kewibawaan

® Yusuf.M, dkk, “Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata

dan Tata Usaha Negara”, Jurnal Yustika,Vol. 21, Nomor 2,Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin,Makassar,Sulawesi Selatan,Desember2018 him.16.

10 pasal.24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.38 Tahun2010 tentang

Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia



pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada

masyarakat. Ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 pada

Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 30 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 30 Ayat (2) bahwa

defenisi negara atau pemerintah meliputi badan usaha milik negara dan

badan usaha milik daerah. Jaksa pengacara negara dapat pula bertindak
sebagai wakil masyarakat umum.

Kejaksaan sebagai kejaksaan negara bertindak atas nama masyarakat,
sedangkan kejaksaan merupakan wakil dari masyarakat. Menurut Pasal 27
Undang-UndangNomor 5 Tahun 1991 yang mengatur tentang Kejaksaan Republik
Indonesia. Pengacara negara adalah jaksa yang setelah memperoleh surat kuasa
khusus menggunakan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan hukum,
perbuatanhukum lainnya, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha
negara. Mereka juga melakukan penegakan hukum dan memberikan bantuan
hukum berdasarkan SKK. SKK adalah surat yang memuat surat kuasa untuk
bertindak atas nama pemberi kuasa dan untuk mewakili kepentingan tertentu
kepada pihak ketiga.

Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, dan terakhir
Cabang Negara dalam struktur organisasi Kejaksaan Agung Indonesia. Akibatnya,
kejaksaan menangani masalah yang muncul di tingkat federal, provinsi,
kabupaten/kota, dan desa. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, kebutuhan akan
tindakan pemerintah mengarah pada pendirian kantor kejaksaan. Mengingat selain
acara-acara publik, Pemerintah terlibat dalam berbagai kegiatan dalam
menjalankan tugasnya, sehingga untuk membantu mereka, baik pemerintah pusat
maupun daerah yang berbadan hukum, membutuhkan orang-orang yang memiliki

keahlian hukum.



Jaksa dapat dipilih di bawah pengawasan jaksa negara untuk mewakili
kepentingan pemerintah. Khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuasin yang berada di wilayah yang masih tergolong muda.

Namun, kewenangan tersebut belum banyak digunakan oleh perangkat
kejaksaan negeri daerah Kabupaten Banyuasin. Pemerintah daerah Kabupaten
Banyuasin adalah Peraturan daerah digunakan untuk melaksanakan tugas
pemerintahan di wilayah Kabupaten Banyuasin. Bupati berfungsi sebagai kepala
pemerintahan kabupaten dan bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan
sesuai dengan pengertian otonomi yang seluas-luasnya. Secara umum, semua
kegiatan yang menyentuh setiap aspek kehidupan komunal. Diantaranya
menawarkan jasa, menata barang, mendistribusikan aset dan kekayaan dari
daerah, mempekerjakan orang untuk menduduki jabatan pemerintahan,
menawarkan jasa dan perlindungan kepada masyarakat, dan lain sebagainya.
Tugas lainnya termasuk mencari sumber daya untuk mendukung kegiatan
regional, perencanaan, dan persiapan. Tidak mungkin bagi dinas kabupaten
Banyuasin untuk tetap berhubungan dengan berbagai organisasi lain mengingat
kompleksitas kegiatan pemerintahannya, Karena, seperti yang telah disebutkan,
setiap keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah akan secara langsung
mempengaruhi masyarakat umum, yang berkepentingan dengan semua kebijakan
pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus hati-hati memantau setiap
operasionalnya agar semua berjalan lancar. Mengingat Banyuasin merupakan

salah satu kabupaten terbaru di Indonesia,



tentunya banyak persoalan yang harus diselesaikan baik dari segi politik, ekonomi,
pembangunan, sosial budaya, hukum, dll. Jalannya bisnis pemerintah tentu tidak
akan lepas dari peraturan perundang- undangan. untuk menangani semua masalah
ini.

Sumber daya manusia pemerintah Kabupaten Banyuasin yang bisa
dibilang masih agak miskin dalam pemahaman hukum inilah yang saat ini
menimbulkan masalah. saat ini menimbulkan masalah. Kendala budaya Tidak
semua organisasi/instansi pemerintah mengakui peran jaksa. Untuk mengatasi
masalah tersebut tidak semua instansi/lembaga pemerintah mengakui peran
kejaksaan sebagai jaksa yang menjalankan fungsi pelurusan Datun, apalagi
instansi/lembaga pemerintah harus memberikan pernyataan tertulis kuasa khusus
kejaksaan. Jaksa. Instansi dan lembaga pemerintah ragu-ragu mengirimkan surat
kuasa khusus ke kejaksaan karena khawatir kejaksaan akan mengungkap
kekurangan mereka, yang akan dimanfaatkan untuk memikat mereka ke dalam
sistem peradilan pidana. Untuk memulihkan dan memulihkan keuangan publik
pada saat krisis ekonomi dan keuangan saat ini, sudah sepatutnya keterlibatan
Kejaksaan di bidang sipil dan administrasi diperkuat. Prestasi kejaksaan dalam
menjaga keuangan negara sangat penting bagi upaya pemerintah Indonesia untuk
menghidupkan kembali perekonomian negara. Selain itu, tindakan hukum
Kejaksaan akan mendorong pelaku bisnis untuk berperilaku bertanggung jawab
Jaksa. Instansi dan lembaga pemerintah ragu-ragu mengirimkan surat kuasa
khusus ke kejaksaan karena khawatir kejaksaan akan mengungkap kekurangan
mereka, yang akan dimanfaatkan untuk memikat mereka ke dalam sistem
peradilan pidana. Untuk memulihkan dan memulihkan keuangan publik pada saat
krisis ekonomi dan keuangan saat ini, sudah sepatutnya keterlibatan Kejaksaan di

bidang sipil dan administrasi diperkuat.



Prestasi kejaksaan dalam menjaga keuangan negara sangat penting bagi upaya
pemerintah Indonesia untuk menghidupkan kembali perekonomian negara. Selain
itu, tindakan hukum Kejaksaan akan mendorong pelaku bisnis untuk berperilaku
bertanggung jawab. Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Banyuasin masih
belum memanfaatkan peran jaksa sebagai jaksa negara dengan baik. Akibatnya,
Pemkab Banyuasin kerap kesulitan menyelesaikan persoalan tata negara dalam
tindak pidana korupsi ketika menghadapi tantangan dalam menjalankan
kewajibannya dan menjadi motor penggerak pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraikan diatas penulisan membahasnya secara ilmiah yang
berbentuk skripsi dengan judul: Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara
Di Bidang Tata Usaha Negara Dalam Pemberantasaan Tindak Pidana
Korupsi Di Kabupaten Banyuasin.

B. Rumusan Masalah
Adapun dalam penulisan skripsi yang disebutkan dalam penelitian latar
belakang diatas, berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Bidang Tata
Usaha Negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang bertujuan
untuk mewakili pemerintah daerah ?

2. Apa kendala yang dihadapi jaksa sebagai pengacara negara dibidang tata
usaha negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten

banyuasin?
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan dari penelitian untuk
skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis kewenangan jaksa sebagai pengacara  negara
dibidang tata usaha negara dalam rangka pemberantasan tindak pidana
korupsi yang bertujuan untuk mewakili pemerintah daerah di kejaksaan
negeri Kabupaten Banyuasin.

2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Kejaksaan sebagai Pengacara
Negara dibidang Tata Usaha Negara dalam pemberantasaan tindak pidana
korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Bagi akademis serta perkembangan ilmu hukum penelitian ini mampu
memberikan kontribusi pemikiran terutama dalam hal kewenangan jaksa
bertindak sebagai Pengacara Negara pada bidang tata usaha negara dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi

2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kotribusi
pemikiran untuk pihak Lembaga Kejaksaan pada saat mewakili
kepentingan negara dalam bidang tata usaha negara dalam tindak pidana
korupsi, dimana ada kemungkinan legal standing selaku jaksa pengacara

negara akan dipermasalahkan.
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E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan versi abstrak daripada buah pemikiran atau
hal yang menjadi acuan dasar yang relevan untuk melaksanaan suatu penelitian
ilmiah, terkhusus penelitian hukum yang akan diteliti'. Melalui definisi tersebut
maka kerangka teoritis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian ialah suatu hal (keadaan) kepastian, kedudukan bisa peraturan.
Pada hukum dasarnya harus pasti dan adil. Itu harus menjadi kode etik dan
keadilan karena kode etik harus mendukung suatu keharusan untuk dianggap
wajar. Hanya karena diterapkan secara adil dan andal, Adalah mungkin bagi
hukum untuk berfungsi. Pertanyaan tentang kepastian hukum hanya dapat
ditanggapi secara normatif, bukan sosiologis. Hukum, dalam pandangan
Kelsen, adalah seperangkat peraturan. Pernyataan yang menekankan "harus"
atau das sollen, termasuk beberapa pedoman untuk apa yang harus dilakukan,
dikenal sebagai norma. Hasil dari perilaku manusia yang disengaja disebut
dengan Norma.

Hukum mengandung prinsip-prinsip umum yang menjadi tolok ukur
bagaimana orang harus bertindak dalam hubungan satu sama lain dan dengan
masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang ini berfungsi sebagali
penghalang bagi masyarakat dalam hal membebani atau membalas orang.
Kepastian hukum dihasilkan oleh fakta bahwa peraturan-peraturan tertentu

telah ada dan dipatuhi.

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia
Press, 2007. him. 122.
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Suatu peraturan dianggap mempunyai kepastian hukum normatif apabila
dibuat dan dilaksanakan dengan kepastian karena ditetapkan secara rasional
dan jelas. Hal ini logis dan jelas dalam arti tidak meninggalkan ruang untuk
ambiguitas (multitafsir). Terlihat jelas bahwa ia melebur dengan norma-norma
lain membentuk suatu sistem aturan sehingga tidak bertentangan atau
menimbulkan perselisihan noma*?. Kepastian hukum adalah penerapan hukum
yang jelas, langgeng, konsisten, dan konsekuen yang penerapannya tidak
terpengaruh oleh keadaan sewenang-wenang.

Keadilan dan kepastian bukan hanya persyaratan moral; mereka juga
benar-benar mendefinisikan hukum. Hukum yang tidak jelas dan tidak adil
bukan hanya hukum yang mengerikan. Menurut Utrecht, konsep kepastian
hukum memiliki dua konotasi yang berbeda: pertama, mengacu pada adanya
aturan-aturan umum yang memungkinkan orang untuk mengetahui tindakan
apa saja yang dapat dilakukan atau tindakan apa saja yang tidak boleh
dilakukan; dan kedua, mengacu pada konsep jaminan hukum bagi rakyat
terhadap otoritas pemerintah karena dengan adanya aturan umum
memungkinkan orang untuk mengetahui apa yang dapat dipaksakan atau
dilakukan oleh negara terhadap rakyat. Positivisme hukum yang cenderung
memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, merupakan
landasan pemikiran mazhab Yuridis-Dogmatik, yang dari situlah ajaran
kepastian hukum berasal. Bagi mereka yang menganut aliran pemikiran ini,

hukum tidak lebih dari seperangkat aturan®.

2 Dominikus.R , Filsafat HukumMencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta,2010.hIm.59.

13 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Penerbit Citra Aditya
Bakti,Bandung, 1999.him. 23.
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Menurut penganut aliran ini, satu- satunya tujuan hukum adalah menjamin
terwujudnya kepastian hukum. Hukum, menurut sifatnya sendiri, yang hanya
menciptakan aturan hukum yang umum, mencapai kepastian hukum. Fakta
bahwa negara hukum diakui secara universal menunjukkan bahwa tujuan
utamanya adalah kepastian daripada keadilan atau manfaat lainnya. Suatu
hukum yang adil dijamin oleh kepastian hukumnya. Norma yang menegakkan
keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai hukum yang harus dipatuhi.
Keadilan dan kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, merupakan unsur
hukum yang mendarah daging. Untuk menjaga keamanan dan Kketertiban
suatu negara, menurutnya, keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan.
Hukum positif harus selalu diikuti, untuk menyimpulkan. berdasarkan asas
kepastian hukum dan hasil yang diinginkan, yaitu hasil yang diinginkan yaitu
keadilan dan kebahagiaan.#

Penulis menggunakan teori kepastian hukum ini dalam rangka untuk
membahas dan menganalisis permasalahan kewenangan jaksa sebagai
pengacara negara menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dibidang

Tata Usaha Negara (TUN) dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi .

Teori Kewenangan

Istilah "kewenangan™ dan "wewenang" adalah wewenang. Ketika seorang
pejabat publik melakukan tugas resminya, ia memiliki kekuatan hukum, hak
untuk mengarahkan orang lain atau mengambil tindakan, dan hak atau

wewenang untuk mengikuti persyaratan hukum.

14 CST Kansil. dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, him. 385.
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Sesuai dengan Pasal 1 angka (5) dan (6), Undang-Undang Nomor 30
Tahun 201 tentang ketatanegaraan membedakan wewenang dan kewenangan,
yaitu “Wewenang adalah hak yang dimliki oleh badan dan/atau pejabat
pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. “Kewenangan
pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan
dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaran negara lainnyauntuk
bertindak dalam ranahhukum publik”.

Dalam konsep hukum publik, kewenangan harus memiliki setidaknya
tiga unsur: pengaruh, dasar hukum, dan ruang lingkup, dan kepatuhan.
Komponen pengaruh adalah penggunaan kekuasaan untuk tujuan mengontrol
pelaku perbuatan hukum. Terbentuknya ini bertujuan untuk mencegah badan-
badan instansi suatu negara legalkan kekuasaan mereka di luar tujuan yang
ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan. Unsur dasar hukum adalah
pejabat yang berwenang harus selalu dapat menentukan dasar hukumnya.
Komponen ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik selalu memiliki dasar hukum
untuk tindakan tersebut. Aspek kepatuhan mengandung arti jalannya acuan
kewenangan, baik norma dasar (berlaku untuk semua otoritas) dan standar
khusus (untuk beberapa jenis otoritas). Menurut asas dasar penegakan hukum,
legaliteits startelen atau wetmatigheid van bestuur, kekuasaan pemerintah

bersumber dari pembuatan peraturan perundang-undangan.
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Suatu literatur hukum administrasi ada metode untuk mencapai
kewenangan® pemerintah yaitu alokasi otorisasi dan otorisasi. Pengakuan
adalah kewenangan asli berdasarkan ketentuan hukum tata usaha negara.
Atribusi adalah kemampuan mengambil keputusan (besluit) yang langsung
diturunkan dari hukum dengan cara yang nyata. Menurut definisi lain, atribusi
adalah penciptaan otoritas tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, organ yang berwenang adalah
mereka yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan kewenangan.

D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt berpendapat antribusi, delegasi dan
mandat,sebagai berikut:

1. Atribusi

Legislator memberikan wewenang kepada lembaga pemerintah melalui
atribusi. Tentang pelimpahan wewenang Kemampuan penerima wewenang
untuk menjalankan amanat atau pendelegasian tergantung pada komitmennya
untuk menegakkan hukum. Ketika amanah diberikan, amanah (atau penerima
wewenang/kewenangan ~ dalam  atribusi)  tetap  dapat  dimintai
pertanggungjawabannya. Sebaliknya, jika otoritas didelegasikan, akuntabilitas
sekarang berada di tangan para delegasi, bukan pada pendelegasi.

2. Delegasi

Pendelegasian merupak proses melimpahkan wewenang dari satu organ
pemerintahan ke organ pemerintahan yang lain. Sebaliknya, pekerjaan yang
didelegasikan mendelegasikan sebagian serta semua wewenang kepada yang
didelegasikan (delegator) untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan

namanya sendiri.

15 |za Rumesten RS, Tentang Wewenang, Jurnal llmiah Hukum migister kenotariatan
Nomor.5 & 6Tahun XII,Sep-Des 1997, him.1.



16

Untuk pendelegasian dengan tujuan yang diberi kuasa, maka jika ada

wewenang dari pendelegasi, yang bertanggung jawab adalah pendelegasi.
3. Mandat

Mandat terjadi ketika badan pengatur mengizinkan orang lain untuk
menggunakan kekuasaan mereka. Karena mandat (pemberi wewenang) tetap
memiliki wewenang disamping itu mandat (penerima wewenang) hanya
diberikanwewenang untuk bertindak menggunakan nama komandan, tanggung
jawab mandatadalah akibat dari masalah wewenang. Tidak ada pendelegasian
wewenang dalam mandat, sehingga komandan dapat terus bertindak untuk
dirinya sendiri. Mereka yang bertanggung jawab secara hukum tetap dengan
amanat jika tidak ada wewenang yang dilimpahkan kepada mereka (pemberi
wewenang)®®.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, atribusi,
pendelegasian, dan mandat pada Pasal 1 poin 22, 23, dan 24 diperjelas:
“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 atau Undang-Undang”. “Pendelegasian merupakan penyerahan
wewenang yang berasal dari instansi atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi
kepada instansi maupun pejabat pemerintah yang lebih rendah, di mana
penerima delegasi memikul tugas dan tanggung jawab penuh. “Mandat adalah
pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi

mandat.”

6 Ridwan.HR,Hukum Administrasi Negara, Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada,2001, him.94
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Penulis menggunakan teori kewenangan ini dalam rangka untuk membahas
dan menganalisis permasalahan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara
menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 dibidang tata usaha negara
dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Teori Penegakan Hukum
Teori Penegakan Hukum merupakan esensi dari penegakan hokum.
Menurut Soerjono Soekanto, teori kemanjuran hukum berpendapat bahwa ada 5
(lima) aspek yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu undang-undang,
antara lain :
1. Undang-undang hukum itu sendiri

2. Penegakan hukum dipengaruhi oleh pihak tertentu

3. Fasitas sarana pedukung penegakan hukum

4. Masyarkat berperan dalam menentukan berlakunya hukum

5. Pengaruh budaya, khususnya yang ditimbulkan oleh kerja, kreativitas,
dan rasa yang dikembangkan melalui prakarsa manusia dalam kehidupan
bermasyarakat. Kelima unsur tersebut di atas merupakan inti dari
penegakan hukum, sehingga saling terkait erat. Pada faktor pertama,
premis yang mendasari undang-undang mengatur dapat atau tidaknya
suatu undang-undang yang dinyatakan dapat dilaksanakan dengan benar.
Soerjono Soekanto menegaskan bahwa indikator awal keberhasilan
adalah:

1. Sistematis peraturan yang berkaitan dibidang kehidupan.

2. Kehidupan yang sinkron dengan dengan peraturan tanpa kotradiksi.

3. Sektor kehidupan dibuat peraturan yang kualitatif dan kuantitatif.

4. Adanya ketentuan persyaratan yuridis untuk berlakunya penerbita hukum.
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Aparat penegak hukum merupakan faktor kedua yang mempengaruhi
efektif tidaknya hukum tertulis. Dalam hal ini, memiliki peralatan yang dapat
dipercaya sangat penting untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dapat
menjalankan fungsinya secara efektif. Dalam konteks ini, keandalan mengacu
pada memiliki logam berkualitas tinggi dan mencakup bakat profesional. Soerjono
Soekanto menegaskan bahwa hal-hal berikut akan menentukan seberapa baik
peraturan perundang-undangan tertulis dilaksanakan dari segi aparaturnya:

1. Meninjau aktivitas petugas yang terikat oleh peraturan yang ada.

2. Melihat batasan kebijaksaan petugas

3. Masyarakat diberikan teladan yang baik atau sebalik nya oleh petugas.
4. Batasan —batasan apa saja yang disinkronisasi oleh petugas sehingga
berlakunya kewenenangan.

Unsur ketiga adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan
oleh petugas pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Prasarana atau sarana yang
digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum adalah yang dimaksud.
sehubungan dengan prasarana dan sarana yang tercakup dalam istilah fasilitas ini.

Khususnya dalam hal fasilitas-fasilitas ini, lebih baik mengikuti alur
pemikiran berikut:

1. Memperbaiki kekurangan kemudian penilaian;
2. Melakukan perbaikan yang rusak ;

3. Menambahi kekurangan;

4. Kemacetan dibuat lancar;

5. Kemerosotan atau kemunduran dievaluasi.
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Menurut Soerjono Soekanto, akan ada standar efisiensi komponen infrastruktur
tertentu, dan infrastruktur ini tentu harus berperan dalam kemampuan aparat
dalam menjalankan fungsinya di tempat atau lokasi kerja. Komponennya adalah:

1. Memelihara sarana dan prasarana dengan baik.

2. Melengkapi sarana dan prasana yang belum ada.

3. Membuat anggaran untuk kelengkapan sarana.

Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga
aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik sebagai berikut:

1. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Rl merupakan lembaga publik yang menjalankan kekuasaan
negara, khususnya di bidang kejaksaan. Sebagai pejabat eksekutif dan
yudikatif yang berwenang, Jaksa Agung yang dipilih oleh Presiden dan
bertanggung jawab kepada Presiden bertanggung jawab atas Kejaksaan
Agung. (Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 yang memuat tentang Kejaksaan
Republik Indonesia). Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan
Negeri adalah kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, yang
segala sesuatunya merupakan keseluruhan yang tidak terpisahkan.

2. Perdata dan Tata Usaha Negara
Sesuai dengan Pasal 24 tentang Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010
Republik Indonesia mengenai Organisasi serta Tata Kerja Kejaksaan,
disarankan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara sebagai pembantu pimpinan yang membantu menjalankan tugas
serta hak prerogatifnya. Jaksa yang menangani kasus perdata dan hukum

negara menjawab Jaksa Agung.
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3. Implementasi
Implementasi dapat dilihat sebagai implementasi atau aplikasi secara
sederhana.lImplementasi sebagai evaluasi dianjurkan oleh Majone dan
Wildavsky.Browne dan Wildavsky mengusulkan bahwa implementasi
adalah peningkatan aktivitas yang saling beradaptasi?’.

4. Jaksa Pengacara Negara

Dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan negara, serta kepentingan
lain di luar peradilan dalam bidang hukum perdata serta tata usaha negara,
seorang jaksa dikatakan bertindak dalam kedudukan sebagai jaksa negara.
Dalam Rapat Kerja Teknis Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa
Agung Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2012 di Bandung, 27 Juni)
Kejaksaan Republik Indonesia UU Nomor 16 Tahun 2004 tidak secara
khusus menyebut istilah Kejaksaan Negeri (JPN). Pasal 32, 33, dan 34
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi menetapkan kedudukan Kejaksaan

Negeri.
5. Pelayanan Publik (Public Services)

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009).

7 Ibrahim, Amin.Teori dan KonsepPelayanan PublikSerta Implementasinya. Bandung:
Mandar Maju.2008. him. 6.



21

1. Kepastian Penegakan Hukum

a) Pemberantasan tipikor yang diatur Undang-undang dasar Republik
Indonesia tahun 2001 nomor 29.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor

b) Pengunaan pelayanan publik Undang-undang tahun 2009 nomor 25
Undang-undang tahun 2004 nomor 16

¢) Undang-undang tentang tata kerja kejaksaan Republik Indonesia pada
nomor 38 tahun 2010.

d) Sop pelaksanaan tugas nomor 040/A/JA/12/2010 fungsi dan kewenangan
tat usahaNegara

e) Tata KerjaKejaksaan RI diatur pada Nomor:PER-009/A/JA/01/2011

2. Penelitian Lembaga Negara : Kejaksaan Negeri Banyuasin

a Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negera Menurut Nomor 16
Undang-undang Tahun 2004 yang memuat Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

b. Jaksa pengacara Negara sebagai Pengacara Negera Menurut Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang memuat Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¢ Faktor penghambat serta pendukung pelaksanaan fungsi dan wewenang
JPN sebagai Pengacara Negera tentang kejaksaan RI nomor 16 tahun
2004.

d Mengetahui keberadaannya, perspektif pelayanan publik jaksa sebagali

lembaga eksekutif
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e Digunakan sebagai implementasi penelitian lebih lanjut Pengacara
Negara selaku Pengacara Negera Menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 yang memuat tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Penulis menggunakan teori kendala penegak hukum hambatan

kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dan upaya mengatasinya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
F. Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini hanya
membahas kajian hukum Tata Usaha Negara dapat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2004 yang memuat tentang kejaksaan
Republik Indonesia sebagai pengacara negara.
G. Metode Penelitian
Sederhananya, metode penelitian adalah proses melakukan penelitian.
Metode penelitian mengacu pada metode pelaksanaan penelitian?®,
Metodologi penelitian dapat dipandang sebagai langkah yang diambil dan
diselesaikan penulis untuk mengumpulkan informasi atau data. Frasa "metode
kata" dan "studi kata" bersama-sama membentuk frasa "teknik penelitian™.
Kata Yunani methodos, yang berarti jalan atau jalan, adalah asal kata metode.
Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang meliputi usaha untuk memahami
sesuatu (secara sistematis) untuk menghasilkan jawaban yang dapat didukung
oleh ilmu pengetahuan dan bermanfaat. Definisi penelitian adalah prosedur
metodis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk

mencapai tujuan tertentu.

18 Rosady.R, Metode Penelitian Publik Relations danKomunikasi,Rajawali Pres, Jakarta,
2003,hIm.24.
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Metode ilmiah digunakan untuk pengumpulan dan analisis data, termasuk
metode kuantitatif dan kualitatif, metode eksperimen, dan metode interaktif

dan non-interaktif.*®

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa teknik
penelitian adalah cara menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan
masalah atau mempelajari hal-hal baru. Sugiyono menyatakan bahwa
metodologi penelitian adalah sarana ilmiah untuk mengumpulkan data yang
andal dengan tujuan menemukan, menciptakan, dan membuktikan
pengetahuan Kkhusus yang kemudian dapat diterapkan untuk memahami,

menyelesaikan, dan menyelesaikan masalah serta memprdiksi masalah.”

1. Jenis Penelitian
Studi ini menggunakan metodologi normatif untuk menganalisis tinjauan
pustaka menggunakan berbagai sumber sekunder, termasuk hukum,
putusan pengadilan, teori hukum, jurnal, berita media, dan bahkan
mungkin opini ilmiah. Dalam studi normatif semacam ini, kata-kata atau
frasa daripada statistik digunakan untuk menggambarkan data yang telah
dikumpulkan.?

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan
penulis untuk mampu mengkaji dan memahami seluruh peraturan
perundang-undangan yang berkaitan atau relevan dengan pokok
permasalahan hukum yang diteliti.?> Dengan menggunakan pendekatan
undang-undang atau Statute Approach ini, penulis juga menempatkan
peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama untuk dapat

menganalisis permasalahan hukum secara lebih mendalam.

19 Nana.Sk, Metode Penelitian Pendidikan,Rosda Karya,Bandung, 2005,him.5.

20 Sugiyono,Metode Penelitian:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD,Alfabeta,
Bandung, 2009,him.6.

2L peter.M.M,Penelitian Hukum, Kencana,Jakarta,2009, him.35.

22 1bid. him. 95.
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b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dan
berkembang dari berbagai pandangan serta berbagai doktrin yang
terkandung dalam bidang ilmu hukum.?® Dengan menelaah pandangan
dan doktrin hukum melalui pendekatan konseptual maka penulis dapat
membangun ide-ide mengenai konsep-konsep hukum, pengertian hukum
serta berbagai asas hukum yang berkaitan erat dengan isu-isu hukum
yang dibahas karena pemahaman penulis akan menjadi landasan untuk
melahirkan argumentasi hukum dan memecahkan masalah.?*

3. Sumber Bahan Hukum

Kegiatan penulisan dan penelitian berdasarkan bahan hukum primer,
sekunder dan tersier yaitu sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer, Secara khusus UUD 1945, Undang-Undang

/Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP),

Peraturan Presiden (Perpres), serta Peraturan Daerah (Perda)

merupakan substansi hukum).?

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mencakup buku
teks yang diterbitkan oleh profesional hukum terkenal, majalah hukum,
pendapat akademik, keputusan pengadilan, yurisprudensi, dan hasil dari
simposium terbaru tentang pertanyaan penelitian Teks hukum yang ditulis
oleh para sarjana hukum terkemuka, jurnal hukum, akademik pendapat,
keputusan pengadilan, dan proses simposium adalah contoh dokumen

hukum sekunder. saat ini sehubungan dengan subjek penelitia.?

23| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori
Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, him. 159.

24 Joenadi,E.Dkk,Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-2,PrenadamediaGroup,Depok,
2018, him.138.

2 1bid., him. 172.
28 1bid, him. 173.
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3. Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia dan kamus hukum, yang berisi

petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.?’

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian adapun, metode teknik pengumpulan dokumen hukum
adalah melalui penelitian kepustakaan. Dalam hal ini akan digunakan
pengumpulan dan penelitian dari sumber-sumber atau buku-buku yang ditulis
olehahli hokum dan para sarjana, sifatnya teoritis terkait pada masalah yang
dibahas dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik pendokumentasian
dokumen hukum. Bahan hukum primer maupun sekunder.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Sumber data primer dan sekunder yang diperolenh kemudian dinilai
dengan menggunakan metodologi analisis data kualitatif, khususnya dengan
mengartikulasikan masalah hukum yang ditemukan selama penelitian
kepustakaan dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan
penuntutan.
6. Penarikan Kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan dilakukan penulis ialah dengan
metodededuktif, yaitu mengkaji studi kepustakaan, merujuk berbagai bahan
sekunder yaitu studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, teori hukum, jurnal, artikel dan juga opini akademik. Hasil studi ini
penulis harapkan akan menjadi pertimbangan yang dapat melatar belakangi
penegakan hukum administrasi negara menurut Undang-Undang Nomor 16
tahun 20014 Republik Indonesia kewenangan jaksa sebagai pengacara negara
dibidang tata usaha Negara. Untuk menjawab apa yang menjadi hambatan
kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jaksa selaku

pengacara negara.
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27 Soerjono.S.DKk, Penulisan Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat, PT.Raja Grafindo
Persada,Jakarta, 2004, him.15.
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